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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas kaitannya pada 

intervensi pemerintahannya masing-masing. Intervensi tersebut diwujudkan melalui 

peraturan-peraturan dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah di negara 

yang bersangkutan. Paling tidak secara ekonomi politik roda perputaran 

perekonomian suatu negara akan berjalan sesuai dengan arah dan tujuan 

pembangunan ekonomi yang berlangsung di negara tersebut.

Kegiatan perekonomian di negara Indonesia berlangsung sejalan dengan

arah politik dan ekonomi yang diterapkan. Banyak hasil pembangunan yang telah

dicapai selama proses pembangunan berlangsung. Program pembangunan tersebut

merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional salah satunya adalah meningkatkan taraf

hidup masyarakat serta mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan 

pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila pemerintah, dalam hal ini 

pemerintah pusat, dapat berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah yang ada di

daerah.

Wewenang pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di 

daerahnya sendiri semakin besar setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR yaitu Tap
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MPR Nomor XV /MPR/ 1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah; 

Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan 

serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. Tap MPR tersebut merupakan landasan hukum bagi 

dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Tujuan utama dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 

Tahun 1999 adalah desentralisasi. Hal ini berarti terjadi pelimpahan wewenang dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. 

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber 

daya ekonomi yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan 

untuk mengatur keuangan daerahnya masing-masing, baik penerimaan maupun

pengeluaran daerah.

Pemerintah daerah membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang

penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di

daerah sekaligus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di daerahnya 

masing-masing. Kebijaksanaan di bidang penerimaan daerah ditujukan untuk 

mengupayakan pencarian sumber dana potensial yang berasal dari daerahnya sendiri 

selain menerima bantuan dari pemerintah pusat berupa dana pembangunan daerah 

sebagai penerimaan pelengkap. Kebijaksanaan di bidang pengeluaran daerah
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ditujukan untuk mebiayai belanja rutin dan belanja pembangunan yang telah 

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Undang-Undang UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber 

penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan antara lain:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Dana Perimbangan.

c. Pinjaman Daerah.

d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Dari ketiga sumber penerimaan daerah tersebut, penerimaan yang berasal 

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang 

paling penting. Hal ini disebabkan karena sumber penerimaan ini seluruhnya berasal 

dari kemampuan daerah itu sendiri, sehingga pemerintah dapat memanfaatkannya

sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali

potensi yang ada di daerah secara optimal agar dapat dijadikan sebagai sumber-

sumber penerimaan daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya penerimaan yang berasal dari PAD,

sumber penerimaan lainnya yang berupa sumbangan maupun pinjaman diusahakan

menurun.

Pemberian otonomi kepada suatu daerah termasuk pengembangan wilayah 

baru juga ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut dalam menggali dan
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merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya. Adapun unsur-unsur Pendapatan Asli

Daerah adalah sebagai berikut:

a. Hasil Pajak Daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah.

c. Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya

yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut merupakan sumber penerimaan yang berasal 

dari daerah sendiri sehingga sering dijadikan sebagai suatu indikator dalam bidang

keuangan di suatu daerah. Sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan

penting bagi peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah berasal dari hasil

pajak daerah. Oleh karena mempunyai peranan penting, pajak daerah selalu

diupayakan peningkatan realisasi penerimaannya agar dapat mencapai target yang

telah ditentukan oleh pemerintah..

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan

daerah dari sektor pajak sering ditemukan beberapa hambatan. Hambatan-hambatan 

tersebut yaitu berupa kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban 

pajaknya, dan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai prosedur pembayaran 

pajak, serta kualitas aparat pajak itu sendiri yaitu berupa kemampuan teknis dan non- 

teknis yang masih perlu ditingkatkan agar dapat menangani masalah-masalah yang 

terjadi dalam bidang perpajakan. Menurut Mardiasmo (2003:8), hambatan terhadap 

pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:
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1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain:

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar

undang-undang.

b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-

undang (menggelapkan pajak).

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka skripsi ini

penulis beri judul “KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA

SELATAN”.
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba 

merumuskan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian yang diambil dan 

menjadi dasar di dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di

Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005 sudah

optimal?

2. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah di Provinsi

Sumatera Selatan?

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak

Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah disebutkan 

sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui apakah kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan sudah optimal.

2. Mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah 

di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam 

pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
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1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah dam memperluas pengetahuan penulis tentang 

Pajak Daerah dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat bagi kalangan akademisi

Skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pajak 

daerah dan juga sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan 

khususnya kalangan akademisi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis tertarik untuk menulis mengenai kontribusi penerimaan pajak

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, penulis mengambil

objek penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan.

1.5.2. Sumber Data

Data yang digunakan yaitu berupa data sekunder. Data sekunder merupakan

data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi baik yang dipublikasikan atau 

yang tidak, yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data yang diolah dan dianalisis

dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera
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Selaian. Data tersebut berupa perkembangan komponen Pajak Daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah dalam periode tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

a. Studi Pustaka

Yaitu melakukan penelitian dengan mempelajari buku-buku literatur dan 

artikel-artikel yang mendukung objek penelitian.

b. Studi Lapangan

Yaitu melakukan penelitian secara langsung dari objek penelitian dengan

metode:

1. Wawancara, yaitu dengan tanya jawab dengan pihak-pihak yang

berhubungan dengan objek penelitian.

2. Dokumentasi, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap data yang

berupa dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan

dibahas.

1.5.4. Metode Analisis

Dalam menganalisis permasalahan ini, penulis menggunakan metode 

analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan data pada 

tabel yang disajikan yaitu kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan dan faktor-faktor yang dapat
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meningkatkan penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan serta faktor-faktor 

apa saja yang menjadi penghambat dalam pemungutan Pajak Daerah di Provinsi

Sumatera Selatan.

1.5.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah

pembaca mengetahui isi dari skiripsi ini secara keseluruhan. Sistematika pembahsan

tersebut yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari pemilihan judul,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, sumber data, 

metode pengumpulan data, metode analisis dan sistematika pembahasan.

BAB U : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas pandangan-pandangan secara teoritis mengenai 

masalah yang diteliti. Pandangan-pandangan secara teoritis tersebut 

yaitu mengenai pengertian, pengelompokkan serta sistem pemungutan 

pajak, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pajak Daerah.
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BAB III : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI

SUMATERA SELATAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang keadaan umum Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi sumatera Selatan, yang meliputi sejarah 

singkat berdirinya organisasi, fungsi dan tugas pokok, struktur 

organisasi dan uraian tugas (job description) dan keadaan pegawai serta 

target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan PAD provinsi

Sumatera Selatan.

BAB IV : KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam bab ini penulis akan membahas permasalahan yang telah

dirumuskan dengan menjelaskan apakah kontribusi penerimaan Pajak

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan

sudah optimal, faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak 

daerah, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam

pemungutan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya. Selain itu penulis memberikan saran yang diharapkan 

berguna setelah melakukan penelitian.
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